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Waralaba diartikan sebagai metode pendistribusi-
an barang dan jasa kepada konsumen yang dijual kepada
pihak lain yang berminat, jadi kepada para pemodal
dapat bekerjasama dengan pihak pemilik metode dalam hal
ini pengwaralaba, sedangkan pihak penerima metode di-
sebut dengan pewaralaba. Meskipun waralaba ini telah
dikenal di Indonesia sejak lama, namun hingga saat ini
belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur
masalah waralaba. Landasan yang digunakan dalam hubung-
an kerjasama waralaba ini didasarkan atas asas buku III
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya di-
singkat KUH Perdata) yaitu asas kebebasan berkontrak
atau asas terbuka.

Asas terbuka atau kebebasan berkontrak nampak
dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang
menentukan, semua persetujuan yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mem-
buatnya. Selain ini dalam buku III KUH Perdata dianut
asas konsensual, maksudnya perjanjian mempunyai kekuat-
an mengikat pada saat tercapainya sepakat antara kedua
beiah pihak. Dengan sepakat menimbulkan hak dan ke-
wajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak se-
cara timbal balik.

Dengan demikian apabila maksud kedua belah pihak

dalam membuat perjanjian tersebut tidak tercapai kata



sepakat, berarti tidak menimbulkan kewajiban, karena
dianggap tidak pernah ada perjanjian. Oleh karena tidak
ada perjanjian menempatkan posisi masing-masing pihak
dalam keadaan semula, maksudnya tidak saling terikat.

Dibahasnya masalah waralaba yang terjadi pada
saat tercapainya sepakat ini ada kaitannya dengan pe-
laksanaan perjanjian waralaba. Dalam perjanjian wara-
laba biasanya masih dalam taraf negosiasi, pihak peng-
waralaba telah memberikan metode atau resep-resep
kepada pihak waralaba. Padahal negosiasi tersebut tidak
selalu diakhiri dengan konsensus atau sepakat. Hal ini-
lah yang mendorong saya untuk menuangkan dalam skripsi
dengan mengambil judul : "Tinjauan Yuridis Gagalnya
Kontrak wWaralaba Terhadap Pendistribusian Metode™.
Sedangkan masalah yang disajikan adalah : Bagaimana
posisi hak serta kewajiban masing-masing pihak setelah
perjanjian tidak menghasilkan kesepakatan?

Penyusunan skripsi ini memerlukan penelitian
dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai
perjanjian waralaba, hal ini dengan pertimbangan beium
ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,
sehingga sulit untuk diketahui mengenai posisi masing-
masing pihak apabila kontrak gagal tercapai kesepakatan

maupun tercapainya kesepakatan.
AY



Jadwal waktu penelitian saya bagi menjadi tiga
tahap sebagai berikut

- Tahap. persiapan penelitian dibutuhkan waktu : 6

minggu;
- Tahap pengumpulan data : 6 minggu
- Tahap pengolahan dan analisa data : 6 minggu

Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah
adalah yuridis normatif, maksudnya pembahasannya di-
dasarkan atas norma-norma hukum yang bersifat mengikat
dalam hal ini KUH Perdata yang akan saya terapkan ter-
hadap perjanjian waralaba yang tidak tercapal konsen-
sus. Sumber data berupa data sekunder yang dipercleh
dari bahan pustaka terdiri dari bahan hukum primer
yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu KUH
Perdata dan bahan hukum sekunder yang bersifat men-
jelaskan bahan hukum primer antara lain pendapat para
sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan. Pengumpul-
an terhadap data sekunder dilakukan dengan cara mem-
baca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian meng-
klasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada
kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian
diolah menggunakan metode deduksi, yaitu pembahasannya
didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum kemudian di-

simpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban
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atas masalah. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif,
maksudnya menganalisis data didasarkan atas pemikiran
yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah siste-
matika peraturan perundang-undangan, sehingga diper-
oleh suatu uraian yang bersifat deskriptif analisis.

Pokok hasil penelitian diperoleh suatu pen-
jelasan bahwa meskipun negosiasi perjanjian waralaba
tidak tercapai sepakat dan ternyata metode yang telah
diberikan kepada pewaralaba tanpa persetujuan peng-
waralaba digunakan, sehingga pengwaralaba dirugikan,
bukan berarti pihak pengwaralaba tidak memperoleh per-
lindungan hukum. Karena berdasarkan hukum keperdataan
seseorang vang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh
orang lain berhak untuk menuntut penggantian kerugian.
Penggantian kerugian ini dapat terjadi karena ingkar
janji atau wanprestasi maupun karena perbuatan me-
langgar hukum atau onrechtmatige daad.

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan tidak
tercapainya konsensus berarti perjanjian dianggap tidak
pernah terjadi, sehingga apabila pihak lain menderita
kerugian, maka tidak dapat pihak yang menimbulkan ke-
rugian digugat atas dasar wanprestasi atau ingkar janji

sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata.



Penggunaan metode tanpa persetujuan terlebih
dahulu kepada pengwaralaba, berarti telah melakukan
perbuatan yang tidak patut untuk dilakukannya. Kepatut-
an hanyva dapat dinilai oleh orang lain, sehingga apa-
bila seseorang melanggar kepatutan berarti telah me-
lakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentu-
an pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu dalam perjanjian
waralaba dikenal adanya asas yang mewa jibkan masing-
masing pihak untuk menyimpan rahasia, sehingga apabila
pewaralaba menggunakan metode tanpa persetujuan pihak
pengwaralaba berarti tidak memenuhi kewajiban yang
timbul karena undang-undang, sehingga dapat dikatakan
telah melakukan perbuatan melanggar hukum,

Berdasarkan hal di atas, maka secara rinci saya
simpulkan sebagai berikut

Dalam perjanjian waralaba salah satu kewajiban
yang timbul adalah menyimpan rahasia yang telah diberi-
kan oleh pengwaralaba, apabila pihak pewaralaba tidak
memenuhi kewajiban dalam arti tanpa persetujuan meng-
gunakan metode yang diberikan, dapat dikatakan bahwa
pewaralaba telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Meskipun perjanjian waralaba tidak tercapai se-

pakat pihak pengwaralaba tetap memperoleh perlindungan



hukum apabila pewaralaba menggunakan metode tanpa per-
setujuan pengwaralaba. Perlindungan hukum tersebut
didasarkan atas perbuatan melanggar hukum sebagaimana
pasal 1365 KUH Perdata, sehingga gugatan penggantian
kerugian yang diperoleh yaitu penggantian biaya, rugi

dan bunga sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata.



